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KATA PENGANTAR 

 

Pembangunan Pembiayaan adalah usaha pemerintah dalam menyediakan 

dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan 

sumber-sumber dari pendapatan (revenue), utang (debt), dan kekayaan (equity) 

yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Pengertian ini memiliki 

implikasi bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup 

hanya dari APBN/D saja, juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah 

bahkan asing. Pembiayaan pembangunan model ini bisa berasal dari APBN dan di 

luar APBN.  

Pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui APBN, presiden 

mengarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah 

Indonesia Timur dan Penyertaan Modal Negara pada BUMN. Di luar APBN 

presiden mewacanakan, pertama skema refinancing berupa pengalihan portofolio 

piutang yang proyek fisiknya telah selesai kepada debitur baru. Selain itu, 

pembiayaan  pembangunan bentuk lain yang dapat dikembangkan pemerintah 

adalah: pembiayaan melalui Coporate Social Responsibility (CSR), pembiayaan 

Public Private Partnership (PPP), Availibility Payment, Kawasan Ekonomi 

Khusus, Debt Nature Swap (DNS) 

Buku ini hadir untuk melengkapi literatur-literatur tentang pembiayaan 

pembangunan khususnya untuk perencanaan wilayah dan kota. Secara garis besar, 

yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini antara lain terbagi menjadi 4 (empat) 

bagian yang menjelaskan dasar-dasar pembiayaan pembangunan dalam 

perencanaan wilayah dan kota. Bagian Pertama dari buku ini menjelaskan 

mengenai Proses Penganggaran. Dalam proses penyusunan anggaran, program-

program diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab tiap manajer pusat 

pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan program atau bagian dari program. 

Penyusunan anggaran adalah proses penentuan peran setiap manajer dalam 

melaksanakan program atau bagian program. Di sisi lain, penganggaran diartikan 

sebagai bagian dari proses manajemen strategis, dengan demikian penentuan 

program dan aktivitas tidak berdiri sendiri. Begitupula dalam proses 

penganggaran keuangan negara, fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam 
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siklus pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan dan 

pertanggungjawaban. 

Bagian Kedua dari buku ini berisi mengenai Sumber Pembiayaan 

Konvensional. Sumber Pembiayaan Konvensional adalah bersumber dari 

pendapatan sebuah negara atau daerah. Oleh karena itu, pada bagian kedua ini 

membahas mengenai beberapa sumber-sumber utama dalam pembiayaan 

pembangunan, seperti pajak, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi 

khusus, dana kontinjensi, dana otonomi khusus, dana dekonsentrasi, tugas 

pembantuan, dan pinjaman dan hibah luar negeri. Pembahasan tersebut termuat 

dalam bab-bab dalam bagian 2 (dua) ini. 

Bagian Ketiga dari buku ini menjelaskan mengenai Sumber Pembiayaan 

Non Konvensional. Sumber Pembiayaan Non-Konvensional berasal dari 

kerjasama pihak pemerintah dengan stakeholder lain yang terkait baik swasta 

maupun masyarakat. Dalam buku ini  membahas sumber-sumber non-

konvensional diantaranya adalah obligasi, pembiayaan melalui dana CSR, 

pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan model pembiayaan 

keuangan syariah. 

Bagian Keempat dari buku ini membahas mengenai Pembiayaan 

Pembangunan Desa. Pendapatan desa untuk pembangunan diantaranya berasal 

dari pendapatan asli desa, transfer desa, dan kelompok pendapatan lain-lain. 

Dalam bagian keempat ini berfokus pada sumber pembiayaan pembangunan desa 

melalui transfer, yaitu alokasi dana desa (ADD). ADD adalah dana bantuan 

langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk 

meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa 

yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan 

administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala 

desa. 

Dalam penulisan buku ini telah banyak pihak-pihak yang memberikan 

sumbangan tenaga dan pikirannya. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 2015 Universitas 

Islam Bandung, yang telah membantu menyelesaikan buku ini. Ucapan terima 



vi 
 

kasih juga penulis berikan kepada saudara Sugih yang telah melakukan editing 

dan membuat cover buku yang memuaskan. Akhir kata, semoga buku ini dapat 

memberikan manfaat yang besar dalam memahami dasar pembiayaan 

pembangunan untuk perencanaan wilayah dan kota. Namun penulis menyadari 

buku ini belum sepenuhnya sempurna. Penulis terbuka menerima kritik dan saran 

guna perbaikan untuk buku ini. 
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A. Pendahuluan 

a. Fenomena Pengeloaan Keuangan  

Aktifitas pemerintah dapat mempunyai eksternalitas yang penting. Seluruh 

warga negara akan merasakan manfaat atas berbagai barang yang dibeli oleh 

pemerintah. Contohnya, penyediaan pertahanan umum. Seluruh masyarakat 

mendapatkan manfaat dari hal itu, apakah mereka membayar pajak atau tidak. 

Pemerintah menetapkan sesuatu seperti undang-undang hak milik dan hukum 

kontrak yang menciptakan lingkungan hukum dimana transaksi ekonomi terjadi. 

Keuntungan yang timbul dari lingkungan ini dinikmati oleh seluruh masyarakat.
1
 

Pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan dalam paket undang-

undang di Bidang Keuangan Negara. Siklus pengelolaan keuangan negara tidak 

terlepas dengan fungsi-fungsi manajemen yang dikenal selama ini. Dalam suatu 

organisasi, pada dasarnya manajemen dapat diartikan suatu proses yang 

melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai 

tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia 

atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan 

pengawasan (controlling). Begitupula dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi 

manajemen tersebut diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan negara yang 

terdiri dari: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, 

akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban.
2 

                                                           
1  Rekaokta Simbolon. 2015. Barang Publik dan Barang Privat. 
2
  Dr. H Aan Jaelani, M.Ag. 2005. Pengelolaan Keuangan Publik Indonesia. 
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